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ABSTRAK

Penclitian ini dilatarbelakangi dengan pebedaan pendapat dari aktor kebijakan yang
tergabung dalam lembaga tripartit bernama Dewan Pengupahan yang terdiri dari tiga unsur
yakni unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur serikat pekerj/buruh. Yang
melatarbelakangi perbedaan dari ketiga unsur tersebut adalah PP 36 Tahun 2021 tcntang.
pengupahan, Unsur pemerintah dan unsur pengusaha menyatakan bahwa mereka mengikuti
aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pendapat berbeda
oleh unsur buruh yang menyatakan bahwa proses penentuan UMK Palembang tahun 2022
mengggunakan PP 36 Tahun 2021 tidak memihak terhadap hak-hak kaum buruh dan juga
UU cipta kerja yang menjadi induk dari PP 36 Tahun 2021 juga dinyatakan inkonstitusional
oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitia ini dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota
Palembang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Jenis
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model
teori formulasi kebijakan David Easton. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa formulasi
kebijakan dalam penentuan upah minimum kota palembang tahun 2022 berjalan dengan baik
meskipun tidak sepenuhnya diterima oleh semua anggota dewan pengupahan kota.hal
tersebut dilihat dari adanya penolakan yang dilakukan oleh serikat pekerja/buruh yang
menolak menandatangani berita acara kesepakatan bersama terhadap rekomendasi nilai upah
yang sudah dihitung dan menggugat SK Gubernur Sumatera Selatan Tentang Upah
Minimum Tahun 2022 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Kota Palembang. Saran yang
berkaitan dengan temuan hasil penelitian ini adalah hendaklah dewan pengupahan kota
bersinergi dan bersama-sama dalam menyusun penghitungan nilai upah agar mewujudkan
besaran UMK yang disepakati bersama agar memberikan keadilan kepada seluruh aktor
kebijakan yang terlibat.

Kata Kunci : Dewan Pengupahan Kota, Formulasi Kebijakan, Upah Minimum
Pembimbing I Pembimbing II
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ABSTRACT

This research is motivated by differences of opinion from policy actors who are members
of a tripartite institution called the Wage Council which consists of three elements, namely
the government element, the entrepreneur element, and the worker/labor union element. The
background of the difference between the three elements is PP 36 of 2021 concerning wages.
Elements of the government and elements of entrepreneurs stated that they followed the
applicable rules that had been set by the government, while the labor element had different
opinions which stated that the process of determining the Palembang UMK in 2022 using
PP 36 of 2021 was not in favor of the rights of the workers and also the copyright law. The
work which is the parent of PP 36 of 2021 was also declared unconstitutional by the
Constitutional Court. This research was conducted at the Manpower Office of Palembang
City. This type of research is descriptive using qualitative methods. The types of data used
are primary data and secondary data, while the data collection techniques are through
observation, interviews, and documentation. This research uses David Easton's model of
policy formulation theory. The results of this study indicate that the policy formulation in
determining the minimum wage for the city of Palembang in 2022 is going well even though
it is not fully accepted by all members of the city wage council. recommendation of the
calculated wage value and sued the South Sumatra Governor's Decree on the 2022 Minimum
Wage at the Palembang City Administrative High Court. Suggestions related to the findings
of this study are that the city wage council should synergize and work together in compiling
the calculation of the value of wages in order to realize the amount of UMK that is mutually
agreed upon in order to provide justice to all policy actors involved.

Keywords: City Wage Council, Policy Formulation, Minimum Wage
Advisor 1 Advisor 11
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bulan September 2015 perserikatan Bangsa Bangsa memutuskan kesepakatan
global dengan meluncurkan SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan
agenda global dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals
atau SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) merupakan kesepakatan pembangunan baru
yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan
hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan
lingkungan hidup. SDGs dilakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif
untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left
Behind”.

SDGs memiliki tujuh belas tujuan dengan 169 target yang diharapkan dapat menjawab
ketertinggalan pembangunan negara-negara diseluruh dunia, baik negara maju ataupun
negara berkembang. Secara eksplisit SDGs bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan
kelaparan, mengurangi ketimpangan antar negara, memperbaiki manajemen energi dan serta
mengambil langkah cepat untuk mengatasi perubahann iklim yang ada diseluruh dunia.
SDGs (Sustainable Development Goals) juga menegaskan pentingnya dalam menuntaskan
kemiskinan dengan berbagai upaya yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan langkah-langkah kebijkan dalam memenuhi kebijakan spesial seperti
pendidikan, proteksi sosial, kesempatan kerja, dan perubahan iklim dan proteksi lingkungan.

Salah satu dari tujuh belas tujuan SDGs yakni dibidang ekonomi yang menjadi tujuan
ke delapan yang memiliki dua belas target yang ingin dicapai dalam program ini dengan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan partisipasi

penuh dalam pekerjaan yang produktif, dan memberikan pekerjaan yang layak bagi semua.



Dibidang ekonomi sendiri salah satu tujuan SDGs yang diupayakan terutama bagi
negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara
dengan jumlah penduduk tertinggi urutan ke empat di dunia, dengan penduduk berjumlah
272.230.000 jiwa pada tahun 2021 berdasarkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Republik Indonesia dengan kompoisisi perempuan berjumlah
134.710.000 jiwa dan laki-laki berjumlah 137.520.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang
besar indonesia juga memiliki penduduk dengan angkatan kerja yang setiap tahunnya
mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada
tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 140.150.000 jiwa yang mengalami
kenaikan sebesar 1.930.000 jiwa dibandingkan tahun 2020, dengan penduduk yang bekerja
berjumlah 131.050.000 orang.

Jumlah penduduk angkatan kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan selalu
berhubungan erat dengan bidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu
bidang yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa
ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik pada
waktu sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah masa kerja. Sedangkan dalam
pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 4
menjelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diselenggarakan berdasarkan
asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat hingga daerah.
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan
tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,



serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta keluarganya.

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi melalui ketenagakerjaan, yang menjadi
aspek pentingnya adalah adanya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah
atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain
seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Sedangkan menurut Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendeskripsikan tenaga
kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain. Tenaga kerja menjadi peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional
untuk memajukan ekonomi bangsa. Tenaga kerja juga dikenal dengan istilah pekerja/buruh.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pekerja atau buruh memiliki beberapa hak diantaranya : Hak dasar untuk memperoleh upah
yang layak; mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa
diskriminasi; mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan
kompetensi kerja; melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan; melaksanakan kerja
selama tujuh jam dalam satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau delapan jam
dalam satu hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu; hak dalam penempatan tenaga
kerja, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja; kesejahteraan melalui jaminan
sosial tenaga kerja; ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh; memperoleh cuti sekurang-
kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan bekerja selama satu tahun secara terus menerus.
Mendapatkan jam istirahat setelah bekerja empat jam terus menerus, mendapat kesempatan
istirahat selama minimal setengah jam; memperoleh cuti melahirkan dan cuti haid khusus

karyawan perempuan dalam kurun waktu setengah bulan sebelum melahirkan serta hari



pertama dan kedua saat masa haid; melaksanakan ibadah; melaksanakan mogok kerja; dan
mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur hak perlindungan terhadap
pekerja/buruh sebagi jaring pengaman terhadap hubungan ketenagakerjaan antara
pekerja/buruh dan pemberi kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Hak-hak perlindungan terhadap pekerja diantaranya Perlindungan atas hak-hak dalam
hubungan kerja; Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan
pengusaha dan mogok kerja, Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, Perlindungan
khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, Perlindungan
tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja, dan Perlindungan atas hak
pemutusan hubungan tenaga kerja.

Salah satu hal yang saling berhubungan erat dengan tenaga kerja/ pekerja adalah
pengupahan. Pengupahan merupakan salah satu sisi yang paling penting dan rawan dalam
hubungan industrial maupun perusahaan dengan tenaga kerja atau pekerja/buruh.
Pengupahan juga menjadi salah satu sisi yang paling rawan dalam hubungan industrial dan
perusahaan karena pengupahan menjadi hal yang krusial bagi kesejahteraan para
pekerja/buruh. Upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 merupakan
hak bagi pekerja/buruh sebagai imbalan atau jasa dan tenaga yang diberikan. Sedangkan
upah bagi pengusaha atau pemberi kerja merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh
pengusaha atau pemberi kerja kepada para pekerja/ buruh yang bekerjan atas jasa atau tenaga
yang mereka keluarkan untuk bekerja. Dalam rangka meberikan perlindungan terhadap
karyawan atas jumlah penghasilan yang diperolehnya dari jasa atau tenaga yang mereka
berikan, maka ditetapkan Upah Minimum oleh pemerintah.

Berkaitan dengan upah atau pengupahan, maka perlu dipahami mengenai Upah bagi

pekerja/buruh atau yang dikenal dengan Upah Minimum. Upah minimum adalah upah



bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu
wilayah yang terbagi kedalam dua jenis yakni Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten (UMK). UMK adalah tingkat upah terendah bagi kabupaten atau kota
yang berada diwilayah provinsi yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan sektor
tertentu. Apabila kota atau kabupaten bermaksud akan mengatur besarnya upah minimum
Kabupaten (UMK), maka Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang bersangkutan ditetapkan
oleh gubernur dan harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Apabila Upah
minimum kabupaten/kota dibawah dari upah minimum provinsi maka gubernur tidak dapat
menetapkan upah minimum bagi kabupaten/kota karena tidak terpenuhinya syarat tertentu
dalam penetapan upah minimum kota sesuai dengan perhitungan rata-rata pertumbuhan
ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang
tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi
provinsi. Serta nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang
bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama,
selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi. Upah minimum kota ataupun upah
minimum provinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari walikota yang
direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
Upah Minimum diberikan kepada pekerja/buruh dengan kriteria sesuai peraturan
perundangan-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 1
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pekerja/buruh adalah
setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Sedangkan yang memberikan pekerjaan atau pemberi kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun kriteria pemberi kerja yang

tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-



Undang Cipta Kerja Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa pemberi
kerja yakni pengusaha dengan rincian; a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b) Orang perseorangan,
persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya; c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selain pengusaha, ada
perusahaan yang merupakan semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun
milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain sebagai pemberi kerja.

Tujuan dari penetapan Upah Minimum adalah untuk melindungi kepentingan pekerja
dan menjadi jaring pengaman terhadap upah pekerja melalui kebijakan nilai upah minimum
agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari Upah Minimum yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu kebijakan upah minimum juga dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin
kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang produktif.

Upah minimum yang ditetapkan pemerintah berlaku bagi pekerja dengan masa kerja
kurang dari satu tahun kerja, sedangkan pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun atau
lebih perhitungan upahnya berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun
dan ditetapkan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Upah minimum yang dibayarkan juga
mengatur jam kerja bagi pekerja. Jam kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan
pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari atau malam hari yang sesuai dengan Pasal 77 ayat
(1) dan (2) UU No. 13/2003 dan UU No. 21 Tahun 2020 dan pasal 21 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 35 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan

ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem, yaitu 7 jam kerja



dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8
jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Kebijakan upah minimum sendiri ditetapkan oleh instansi pemerintah yang
membidangi bidang ketenagakerjaan melalui proses formulasi kebijakan. Keputusan
kebijakan merupakan puncak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses perumusan
kebijakan itu berlangsung. Tahap keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari
berbagai alternatif kebijakan, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih. Menurut
Agustino (dalam Agustino 2016:97) formulasi kebijakan disebut dengan istilah perumusan
kebijakan. Sedangkan menurut Winarno (dalam Winarno 2014:123) ada beberapa tahap
dalam melakukan perumusan kebijakan yaitu: (1) Perumusan Masalah (Defining Problem);
(2) Agenda Kebijakan; (3) Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah; (4)
Tahap Penetapan Kebijakan.

Kebijakaan penetapan upah minimum melalui proses formulasi kebijakan yang panjang
dengan berberapa tahapan hingga menghasilkan besaran nilai upah minimum. Berbagai
tahapan dan perhitungan upah minimum berlangsung selama 10 bulan yang diawali dibulan
januari dan ditetapkan diakhir bulan oktober ataupun awal november. Dalam proses
pembuatan kebijakan upah minimum provinsi/kabupaten dimulai dengan pembentukan
Dewan Pengupahan Provinsi/Kota yang terdiri dari tiga unsur. Dewan pengupahan adalah
lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yanng terdiri dari unsur pemerintah, Organisasi
Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar yang bertugas memberikan
saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan
dan pengembangan sistem pengupahan, juga saran dan pertimbangan penetapan UMP dan
UMK. Menurut Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dewan pengupahan
terdiri dari dewan pengupahan nasional yang dibentuk oleh presiden, dewan pengupahan

provinsi yang dibentuk oleh gubernur dan dewan pengupahan kabupaten/kota yang dibentuk



oleh bupati/walikota yang diperlukan untuk mengusulkan besaran nilai upah minimum
kepada provinsi dan ditetapkan oleh gubernur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 71,
Dewan pengupahan memiliki beberapa tugas dibidang pengupahan. Dewan pengupahan
nasional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat
dalam perumusan kebijakan pengupahan, dan penyusunan pengembangan sistem
pengupahan. Dewan pengupahan provinsi memiliki tugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada gubernur dalam hal penetapan upah minimum provinsi, penetapan
upah minimum kabupaten atau kota yang mengusulkan dan menyiapkan bahan perumusan
pengembangan sistem pengupahan. Sedangkan dewan pengupahan kabupaten atau kota
bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/walikota dalam pengusulan
upah minimum kabupaten atau kota, dan menyiapkan bahan perumusan pengembangan
sistem pengupahan.

Keanggotaan dewan pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha,
serikat pekerja/buruh, akademisi, dan pakar dan memiliki komposisi perbandingan 2:1:1.
Dari unsur pemerintah sendiri anggota dewan pengupahan bersifat melekat pada jabatannya,
sedangkan dari unsur akademisi dan pakar jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan.
Susunan keanggotaannya terdiri dari 1) Ketua, yang merangkap sebagai anggota dari unsur
pemerintah dibidang ketenagakerjaan; 2) Wakil ketua, sebanyak dua orang merangkap
sebagai anggota masing-masing unsur serikat pekerja/buruh dan organisasi pengusaha, dan
sebanyak satu orang merangkap sebagai anggota dari unsur akademisi; 3) sekretaris
merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili kementerian atau dinas
dibidang keteagakerjaan.

Setelah pembentukan dewan pengupahan proses pembuatan kebijakan upah minimum

dilakukan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi dewan pengupahan baik tingkat



nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah yang membidangi bidang ketenagakerjaan yang dilakukan setiap satu bulan
sekali dengan kurun waktu selama 10 bulan. Dalam penyelenggaraan rapat tersebut setiap
unsur yang ada didewan pengupahan menyampaikan hasil tugasnya masing-masing yakni
nilai masing-masing komponen dari formula perhitungan upah yang sudah ditetapkan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Disisi lain rapat koordinasi ini juga menyampaikaan
pendapat masing-masing unsur terhadap kondisi ketenagakerjaan di setiap wilayah.

Rapat koordinasi yang dilakukan setiap bulan akan berakhir pada perhitungan nilai akhir
upah minimum sesuai dengan jenisnya baik itu secara nasional, provinsi, maupun
kabupaten/kota. Perhitungan upah minimum provinsi didasarkan pada pertumbuhan
ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyeapan
tenaga kerja dan median upah masing-masing provinsi yang bersumber dari lembaga bidang
statistik, sedangkan untuk upah minimum kabupaten atau kota didasarkan pada pertumbuhan
ekonomi dan inflasi daerah yang bersumber dari lembaga bidang statistik dimasing-masing
wilayah sesuai dengan PP 36 Thun 2021.

Adapun perhitungan akhir nilai upah minimum yakni menggunakan formula
perhitungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang

Pengupahan, yakni perhitunggan:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 Pasal 26 sebagai berikut:
a) Menentukan batas atas upah minimum atau acuan nilai upah minimum tertinggi.
Dihitung menggunakan formula sebagai berikut:
Batas atas UM = (Rata - rata konsumsi per kapita x Rata - rata banyaknya

ART) : (Rata - rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah

tangga)
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b) Menentukan batas bawah upah minimum atau acuan nilai Upah minimum terendah.
Dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

Batas bawah UM = Batas atas UM x 50%

c¢) Menentukan Nilai upah minimum tertentu, dihitung berdasarkan formula
penyesuaian nilai Upah minimum. Dihitung menggunakan formula sebagai berikut:
UM = UM(t) + {Max(PE,Inflasi) x [(Batas atas - UM(t)) : (Batas atas - Batas

bawah)] x UM(t)}
2. Upah Minimum Kota (UMK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36
tahun 2021 Pasal 36 Tentang pengupahan sebagai berikut:

a) Menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio paritas daya beli
(Purchasing Power Parity/PPP). Dihitung menggunakan formula sebagai berikut:
UMK = (PPP Kab/Kota : PPP Provinsi) x UMP(t)

b) Menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio Tingkat
Penyerapan Tenaga kerja. Dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

UMK = [(1 - TPT Kab/Kota) : (1 - TPT Provinsi) | x UMP

¢) Menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio median Upah.

Dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

UMK = (Median Upah Kab/Kota : Median Upah Provinsi) x UMP

Setelah perhitungan nilai upah minimum dilakukan dan menghasilkan nilai besaran
upah minimum maka selanjutnya dewan pengupahan akan merekomendasikan hasil besaran
nilai upah melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan provinsi kepada gubernur untuk
ditetapkan melalui surat keputusan gubernur. Sedangkan untuk hasil perhitungan akhir upah
oleh dewan pengupahan kota maka hasil perhitungan disampaikan kepada Bupati/Walikota
untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi,

kemudian DEPERPOV memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam
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menetapkan UMK yang direkomendasikan oleh Bupati/Wali kota, dan ditetapkan melalui

Surat Keputusan Gubernur.

Penetapana kebijakan upah minimum selalu menjadi polemik baik bagi para pekerja/
buruh dan juga pemberi kerja atau perusahaan dan pengusaha. Setiap tahunnya perhitungan
nilai upah juga selalu mengalami perdebataan yang sengit diantara ketiga unsur yang terlibat
didalamnya. Hal tersebut terjadi karena adanya unsur kepentingan dari setiap unsur yang
terlibat dalam proses kebijakan nilai upah minimum, dan setiap unsur anggota dewan
pengupahan yang terlibat berusaha untuk mempegaruhi dan mendominasi hasil kebijakan

upah minimum demi kepentingann kelompoknya masing-masing.

Melalui surat edaran menteri keteagakerjaan Republik Indonesia terkait kenaikaan upah
dengan Nomor B-M/383//HI1.01.00/X1/2021 tentang penyampaian data perekonomian dan
ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2022 mengalami peningkatan
sebesar 1,09 persen. Kenaikan upah tersebut merupakan penjumlahan dari pertumbuhan
ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerinntah Nomor
36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik
Indonesia ~ (BPS RI) sesuai dengan surat edaran kepala BPS RI Nomor B-
403/01000/PS.200/11/2021 Tanggal 5 November 2021. Hal tersebut menjadi bukti bahwa
penetapan nilai upah minimum disetiap provinsi maupun kota mengalami peningkatan
dengan mengikuti perkembangan perekonomian negara setiap tahunnya. Hal tersebut turut
mempengaruhi besaran UMK disetiap daerah salah saatunya di Kota Palembang Provinsi

Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah mengeluarkan keputusan Gubernur
nomor 853/KPTS/DISNAKERTRANS/2021 Tentang Upah Minimum Kota Palembang

Tahun 2022 yang ditandatangani pada 28 Desember 2021. Penetapan Upah Minimum kota
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palembang tahun 2022 merupakkan hasil perhitungan dari dewan pengupahan kota
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Pasal 36 Tentang pengupahan.
Berdasarkan keputusan gubernur tersebut besaran UMK Kota Palembang mengalami
kenaikan sebesar 0,53 persen sebesar Rp. 19.000,- dari tahun 2021 dengan jumlah besaran
UMK tahun 2022 sebesar Rp. 3.289.409,- yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah
nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Jika dilihat
dari tahun sebelumnya, nilai upah minimum kota palembang mengalami kenaikan yang
cukup signifikan dari periode 2016-2021 meskipun pada periode 2020 dan 2021 Indonesia

tak terkecuali kota palembang sedang mengalami pandemi Covid-19, yaitu:

Tabel 1. Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2016-2021

UMK | 2.294.000,- | 2.484.000,- | 2.700.360,- | 2.917.260,- | 3.165.519,- | 3.270.930,78,-

Sumber: Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang

Berdasarkan data tersebut kenikan UMK kota palembang selalu mengalami
kenaikan. Namun pada tahun 2022 besaran jumlah Upah Minimum Kota Palembang
mengacu pada penentuan nilai upah yang dihitung berdasarkan batas atas dan batas bawah
upah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang baru pertama kali
diterapkan di Kota Palembang. Hal tersebut menjadikan perhitungan upah minimum kota
palembang tahun 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih mengacu pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Namun pada kenyataannya besaran upah minimum Kota Palembang tetap mendapat
penolakan dari para buruh/pekerja terkait hasil besaran UMK Kota Palembang dengan

adanya unjuk rasa oleh pihak buruh/pekerja dengan mendatangi kantor gubernur Sumatera
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Selatan pada tanggal 30 November 2021 (https://www.merdeka.com/, 30 November 2021).
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
ditemukan bahwasanya dalam perumusan besaran upah minimum terjadi konflik
kepentingan setiap tahunnya yang disebabkan oleh kepentingan kepentingan kelompok
masing-masing dari unsur yang terlibat didalam Dewan Pengupahan, hal tersbut juga terjadi
dalam proses perumusan nilai UMK Kota Palembang Tahun 2022. Pada penetapan besaran
Upah minimum yang dilakukan pada bulan November tahun 2021 dalam menentukan
besaran upah Kota Palembang tahun 2022 terjadi ketegangan diantara unsur di Dewan
Pengupahan. Dalam pelaksanaan perumusan UMK tahun 2022 kota Palembang ditemukan
perbedaan sudut pandang dari setiap unsur yang terlibat dalam proses penentuan upah

minimum kota Paeclmbang, yakni:

1. Dari unsur/pihak serikat pekerja/buruh yang diwakili oleh KSBSI (Konfederasi
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Kota Palembang tidak menandatangani surat
keputusan bersama. Serikat buruh/pekerja menyatakan penolakannya terhadap hasil
perhitungan tersebut, menurut serikat buruh perhitungan UMK seharusnya masih
mengacu pada peraturan yang lama, dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja
Nomor 11 Tahun 2020 masih dalam tahap Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi
sehingga peraturan yang dikeluarkan yang akan berdampak luas bisa mengacu pada
peraturan yang lama. Menurut serikat pekerja/buruh UU Cipta Kerja pemerintah
terlalu berpihak terhadap para pengusaha selaku pemilik modal dan pemberi kerja,
dan pemberlakuan batas upah bawah dan batas upah atas juga dianggap tidak
memberikan jaring pengaman terhadap hak-hak buruh atas upah layak yang harus
mereka terima.

2. Dari unsur/pihak pengusaha yang di wakili APINDO (Asosiasi Pengusaha

Indonesia) Kota Palembang menyatakan sepakat dengan hasil perhitungan besaran
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upah tersebut karena dalam perumusan perhitungan Upah Minimum tahun 2022
menggunakan perhitungan yang akurat dan jelas seperti rata-rata konsumsi rumah
tangga, tingkat pengangguran, inflasi dan juga kondisi pertumbuhan ekonomi. Unsur
pengusaha juga menyatakan bahwa sebelum menggunakan peraturan yang baru dari
PP Nomor 36 Tahun 2021 memiliki parameter perhitungan yang kurang tepat
sehingga selalu terdapat kesenjangan kenaikan upah minimum yang cukup signifikan
dari masing-masing daerah dan tiap tahunnya.

3. Dari unsur pemerintah yang dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
selaku lembaga yang membidangi ketenagakerjaan menyatakan bahwa penentuan
nilai Upah Minimum Kota Palembang mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan yakni Undang-Undang Cipta

Kerja Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dari perbedaan sudut pandang terhadap hasil penentuan nilai Upah Minimum Kota
Palembang Tahun 2022 terutama bagi unsur yang terlibat memahami cara dalaam
menyelesaikan konflik yang muncul dalam proses perumusan kebijaka yang mampu
measukkan kepentingan dari setap unsur yang terlibat terutama pihak serikat pkerja/buruh
dan juga pengusaha berdasarkan aturan yang berlaku. Menurut teori Model Kelompok yang
dijelaskan oleh Dye (1978:23) (dalam Wahab 1990:53) sistem politik memiliki tugas utama

dalam mengelola setiap konflik kepentingan yang muncul dari setiap kepentingan melalui:

a. Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan kelompok;

b. Mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan;

c. Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam bentuk kebijaksanaan
negara;

d. Memaksakan kompromi tersebut.
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Topik penelitian tentang Upah Minimum menjadi kajian yang menarik bagi beberapa
peneliti dan mengkajinya dari sudut pandang yang beragam. Ada yang melihatnya dari
Aspek pengaruh terhadap kemiskinan ( Nadia Islami dkk 2019, Syahrur Romi 2018). Aspek
ketimpangan pendapatan para pekerja (Sri Nurmalisa Sungkar dkk, 2015), aspek
peningkatan kesejahteraan pekerja (Penny Naluri Utami, 2019), dan aspek pengaruh upah
minimum terhadap penyerapan tenaga kerja (Imam Buchori, 2016, Iskandar Ahmadin dkk,

2020). Hal ini menunjukkan bahwa topik Upah Minimum cukup menarik bagi peneliti.

Beberapa peneliti juga telah mengkaji Kebijakan Upah Minimum dengan fokus kajian
yag berbeda. Ada yang melihatnya dari Aspek kebijakan kenaikan upah minimum ( Andhika
Bhagaskara dkk, 2020) aspek dampak kebijakan upah minimum (Ambar Dwi Santoso dkk,
2018), aspek Implementasi Kebijakan (Endaah Wahjoe Widajati, 2020) dan dilematika

kebijakan upah minimum (Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H).

Sejak pemberlakukan UU Cipta kerja, para peneliti juga telah banyak mengkaji
Kebijakan Upah Minimum dengan fokus kajian yag berbeda. Ada yang melihatnya dari
Aspek problematika hak-hak pekerja (Muh Sjaiful, 2021), aspek prespektif kebijakan buruh
(Yusril Rahman, 2021), aspek dampak terhadap UMKM (Otti Ilham dkk, 2022), aspek
perlindungan terhadap pekerja (Otti [lham Khair, 2021), aspek efektivitas upah pekerja
(Nizar Sukma Purnama dkk, 2021), dan aspek struktur dan skala upah pekerja (Nabillah

Umroh Yuliatul Korida dkk, 2021)

Namun yang melihat Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota dari Aspek Formulasi
Kebijakan, khususnya dengan menggunakan Model Sistem belum ada. Pada penelitian
terdahulu tentang formulasi kebijakan penetapan upah minimum peneliti menemukan
beberapa penelitian menggunakan beberapa teori perumusan kebijakan atau model formulasi

kebijakan seperti teori Formulasi kebijakan William N. Dunn (Mahripin 2015), model



16

Rasional Thomas R. Dye (Robiatun Adawiyah, 2016), Model Kelompok dan Rasionalisme
Thomas R. Dye (Ike Kesuma Dewi, 2013). Dari beberapa penelitian tersebut metode
penelitian yang digunakan yakni hampir sama dengan menggunakan pendekatan kualitatif
dan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian dengan penelitian terdahulu juga hampir
sama yakni untuk melihat model formulasi kebijakan yang menggunakan metode penelitian
tersebut sama dengan yang akan peneliti lakukan yakni dengan pendekatan kualitatif dan
jenis penelitian deskriptif, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu yakni teori formulasi kebijakan yang digunakanan yakni menggunakan
penggabungan model formulasi kebijakan model kelompok dan model sistem dan lokasi
penelitian yang mengambil di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang selaku lembaga

pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan Kota Palembang.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis membuat penelitian dengan judul
“Formulasi Kebijakan Dalam Penentuan Nilai Upah Minimum Kota Palembang di
Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang”. Motivasi dalam penelitian ini adalah ingin
mengetahui alur proses dalam penentuan upah minimum menggunakan pendekatan model-
model dalam formulasi kebijakan untuk mengatahui koflik kepentingan apa yang mendasari
aktor-aktor yang terlibat dalam penentuan nilai upah minimum. Dan diharapkan penelitian
ini dapat mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam sehingga mampu menjadi referensi
dalam mengevaluasi proses perhitungan upah minimum kota agar dapat benar-benar
mengubah taraf hidup masyarakat di Kota Palembang menjadi masyarakat yang lebih

sejahtera dan makmur kehidupannya terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan

adalah:
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Bagaimana Formulasi Kebijakan Dalam Penentuan Upah Minimum Kota Palembang

di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin saya teliti adalah untuk mengetahui bagaimana proses
formulasi kebijakan dalam penentuan upah minimum Kota Palembang di Dinas

Ketenagakerjaan Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan menambah
wawasan mengenai Proses penentuan Upah Minimum Kota serta dapat dijadikan
sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan
dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi

tambahan bagi perencanaan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan
untuk menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serta dapat menjadi masukan
bagi Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
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